
ABSTRAK 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penyelenggara 

pemerintahan desa bersama Kepala Desa. BPD sebagai lembaga legislatif desa 

memiliki fungsi pengawasan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dalam 

melakukan pembangunan terutama dalam perencanaan pembangunan desa. Desa 
Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses strategis yang dirancang oleh 

pemerintah desa, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 

masyarakat secara partisipatif, untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber 

daya desa agar mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. 

Masyarakat sebagai subjek pembangunan berarti masyarakat harus didorong untuk 

berpartisipasi dan aktif dalam proses pembangunan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan 

Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan untuk mengetahui kendala yang 

dihadapi Badan Pemusyawaratan Desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apa peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam perencanaan 

pembangunan desa dan apa kendala Badan Pemusyawaratan Desa dalam 

perencanaan pembangunan desa. 

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif yang berlokasi di Desa Teluk Kulbi Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran BPD dalam perencanaan 

pembangunan desa studi kasus pada Desa Teluk Kulbi Kecamatan Batara 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat tiga indikator yaitu 1) Membahas dan 

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. 2) Menampung dan 

Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. 3) Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala 

Desa. Serta terdapat kendala yaitu 1) Partisipasi Anggota BPD dalam Rapat yang 

Masih Kurang. 2) Kurangnya dalam hal Pendidikan. 3) Sarana. 
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